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Menimbang

Mengingat

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa
mempunyai peranan pentig dal an penyedi @an pangan asal hewan dan
hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu
diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan
hewan vyang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta
ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju,
berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman,
sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan
globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan
kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tihk sesuai | ggi sebagai
landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
bahwa berdasarkan pertih angan sebagai ma na di m ksud dalan huru a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fik beni h bibt@&
dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen,
pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan,
pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan
peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
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3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada
di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

4, Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya
bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan,
bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

6. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih
mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

7. Sumber daya genetkadal&h mateid t utb uhan, biratang, atau j sad r eni ky ang

mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai
aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

8. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat
berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

9. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentigan irmustri pakan
dan/atau industri biomedik veteriner.

10. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan
mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

11. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu
spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotig y ang k has dan dapat diwrikan p ada
keturunannya.

12. Bakalan hewan vyang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang
mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau

telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutia, pertani an, dan/atau
kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha
peternakan.
15. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk

badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan
kriteria dan skala tertentu.

16. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang
menunjang usaha budi daya ternak.

17. Kastrasi adalah tidakan ne ncegah berfungsirya testis dengan j alan men ghil agkan atau
menghambat fungsinya.

18. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi

ternak betia sehat untuk dapat ne nb uahi sel td u dengan m nggunakan a & isem msi
dengan tujuan agar ternak buntig.

19. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetk pada
sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
20. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah

dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada
lingkungan dan/atau manajemen setempat.

21. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang
menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tithk

diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan
berkembang biak.

23. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang
layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
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24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau
yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan vyang diperuntukkan bagi
penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang
biak.

Setip aang adal&h aang perarangan atau kor porasi, kai kyang berbadan hukum m upun
yang tihk kerbadan hukum vyang ra | &ukan kegidan d kb ding petermakan can kesehatan
hewan.

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktk kedokteran tewa n.

Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk
Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertiggi yang bkersifat tekni s kesehatan hewa n
dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini
kemampuan profesi mulai dari mengindentfiei ksn mas alah man entukan kebij dan,
mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di
lapangan.

Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertfid
kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
hewan.

Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupatia tau walilota s esuai d engan k ewe nangannya b erdasarkan j angkauan t wgas
pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan
hewan di bidang reproduksi hewan.

Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan
hewan di bidang konservasi satwa liar.

Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan
sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh
cacat genetk proses degener atif, @angguan net altol i s, trauma, leracunan, infestasi
parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen sepertivins, lakteri, endawan, din ricketsia
Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan
dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak
langsung atau tthk Iangsung dengan ne di a perantara ne kani s sepertidr, wara, tarah,
pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis sepertivi ns, akteri,
amuba, atau jamur.

Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian
ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematin hkewa n yang thgi .

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan
produk hewan yang secara langsung atau tthk |axgsung ra ne ngaruhi kesehatan m nusia
Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobatilewa n, ma nb ebaskan
gejala, atau memodifiasi preses kirmadalan t buh yang me liputi £d aa bi olog k,
farmakoseutia, pem Is, cin sedi @n dan .A

Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan
kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor
penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan
digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fik dan
mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan
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untuk melindungi hewan dari perlakuan setgp aang yang titk | apk terhadap hewan yang
dimanfaatkan manusia.

43, Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktiitas di bi ding kesehatan
hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai
dengan pendidikan formal dan/atau pelattan lesehatan hewa n kersertfiat

44, Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan
dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.
45, Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

46. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan
kesehatan hewan.

47. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupatja | ikota, dan perangkat cherah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

48. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

49, Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan
unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas
yang berlaku secara nasional.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi
dengan budi daya tanaman pangan, hortlul tura, perkebunan, perilanan, kehutanan, atau
bidang lainnya yang terkait.

(2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan
keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan
keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:
a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing,

dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju
pencapaian ketahanan pangan nasional;

C. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia,
hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
memberi kepastin hukum dn lepastan be usaha dd amb idang pet ernakan dan kesehat an
hewan.
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BAB IlI
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 4

Untuk menjamin kepastin t ersel emggaranya p etermakan d an k esehatan hewan di gerlikan
penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

Pasal 5
Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang
wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan
lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan penggantilarws d sedi &an terledi h dahul u
di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan
agroekosistem.
Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan
dan/atau penelitin can pengenb angan.

Pasal 6
Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan
keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. penghasil tumbuhan pakan;

b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;

C. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau

d. tempat atau objek penelitin dan pengenb angan t e&nol @i peternakan dan

kesehatan hewan.
Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang
memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan
lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan
peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortiul tura, perilanan, perkebunan, dan
kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai
sumber pakan ternak murah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Air

Pasal 7
Air yang dipergunakan untuk kepentigan petermkan dan k esehatan hewan harw
memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk
hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ket@
Sumber Daya Genetk [l

Pasal 8
Sumber daya genetk ra r yoakan kekayaan kangsa Irdonesiayang d kuasai d éh regara can
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penguasaan negara atas sumber daya genetks ebagaimna dimksud pada ayat ()
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah
kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografs sunb er chya genetikyang be sangkutan
Sumber daya genetkd leldama |l d u kegidan pnma nfaatan dain el staria.
Pemanfaatan sumber daya genetk sebagai m na d ra ksud pada ayat (3 d l&kukan me ldu
pembudidayaan dan pemuliaan.
Pelestarian sumber daya genetk sebagai ra na di m ksud pada ayat (3 dil&ukan ne | d u
konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
Pengelolaan sumber daya genetkt urb uhan pakan me ngiluti @ raturan perundang-@
undangan di bidang sistem budi daya tanaman.

Pasal 9
Setip orang yang ne | &kukan perma nfatan sunb er daya genetiksebagai nan a di nk sud
dalam Pasal 8 ayat (4) wajib membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara atas
sumber daya genetk yang kersangkut an sebagairmna d ra ksud dil an Risal 8 yat (2.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian
keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetky ang b ersangkutan d an
pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.
Pemanfaatan sumber daya genetk hewa n asal satva lia ne ngi luti peraturan perundang- [
undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayatichn &osisem ya.

Pasal 10
Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
masyarakat, dan/atau korporasi.
Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptia | lan
pemanfaatan keanekaragaman hayatichn el estarian sunb er diya genetikad i Inbnesi a.
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setip
orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

Pasal 11
Setip orang atau | evb aga nasiaal yang ne | &ukan pema sukan dan/atau pengel @aran
sumber daya genetk ke dan dari wi lajah Negara Kesatwan Republ ik | rdonesia wa jib [
memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga internasional
yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetk ke cin dari W layah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing yang akan melakukan
pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetk terléi h cdhhul uraris e m ik erjaj in
dengan Pemerintah di bidang transfer material genetk sesuai dengan ketent tan peratu an
perundang-undangan.
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Pasal 12
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetk ssbagai m na d ra ksud il an Pasal 8
sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetk[

termasuk sumber daya genetk kewa n éin rekayasa gnetikdiatur dngan urdang- urdang.

BAB IV
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 13
(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan
mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau

pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih,
bibit, dan/atau bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang,
Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

(4) Setip beni hatau bi btyang beredar wajibne m lik sertfiat | aydk beni h & au bi bi t yang
memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

(5) Sertfid layk benih atau bi bit sebagai nan a di n&k sud pada ayat (4) d kd ua kan ol eh
lembaga sertfksi lni h atau bibit yang tealred tai dau yang dit uj uk oleh Mn teri .

Pasal 14

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan
benih dan/atau bibit yang bersertfkd dn nel alukan pengawas an dal amp engadaan dan
peredarannya secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah membina pembentukan wilayah sumber bibit pada wilayah yang berpotensi
menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tiggi unt
sifat produksi dan/atau reproduksi.

(3) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertin angkan j eni sdan rutp un temk, agroklimt, kepadatan penduduk, sosid
ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan

untuk:

a. meningkatkan mutu dan keragaman geneti

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau
d. memenuhi keperluan penelittn é&in Engenb angan.

(2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan
dan peraturan perundang-undangan di bidang karantia hewan s erta me ne rhatikn
kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(3) Setip aang yang ma | &kukan pena sukan keni h dan/atau b b t sebagaim na d a ksud mda
ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan
setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16
(1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi
dan kelestarian ternak lokal terjamin.

(2) Setip orang y ang me | &kukan kegiaan s ebagaimna dimksud pada ayat (1) wajibQ
memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah
mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 17
(1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni
dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi

modern.

(2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang tihk kertentangan dengan kai dih aggama dan tikk ner ug kan keanekaragaman
hayatj lesehatan ma nusig ligkungan, din ra syarakat, serta kesej ehteraan tewa n.

(3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus
untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetk harus ne ne nuhi ketent uan sebagai ra na
dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayatil
produk rekayasa genetk

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betia praduktif dsdelsi
untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betia tidk produktif dsi rghi rkan untuk
dijadikan ternak potong.

(2) Ternak ruminansia betia p aduktif dl aang disete | i hkaera n& upakan penghasi | ternak
yang baik, kecuali untuk keperluan penelitn, p enu lian, a tau p engendalian d an
penanggulangan penyakit hewan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan dana untuk menjaring
ternak ruminansia betia praduktif yang di ké ua kan ol eh mas yarakat dan nen anpu ng
ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan
penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1)
dan penjaringan ternak ruminansia betia pr oduktif sebagai nn a dinmk sud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pakan

Pasal 19
(1) Setip orang yang ne | &kukan budi daya termak wajib ne ncukupi kebutthan pakan dan
kesehatan ternaknya.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi
dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
(3) Untuk memenuhi kebutuhan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

membina pengembangan industri premiks dalam negeri.
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Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman
pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antarinstansi atau
departemen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputigenyedi an ldhan wt &k leperlwn
budi daya tanaman pakan, pengadaan pakan di dalam negeri, dan pemasukan pakan dari
luar negeri.

(3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman
monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertib angkan
ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya

tanaman.

(4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan,
Pemerintah mengutamakan bahan baku pakan lokal.

(5) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme

transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati

Pasal 21
Menteri menetapkan batas tertiggi kandungan bahan pencena r fisik, knia , cn bi olog s pada
pakan dan/atau bahan pakan.

Pasal 22

(1) Setip orang yang mne np roduksi pakan dan/atau bahan pakan unt ik di edarkan secara
komersial wajib memperoleh izin usaha.

(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau
persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara
pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Setip oang d laang:

a. mengedarkan pakan yang tihk layak d lonsuns i; B
b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan
pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
C. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antb diki nu han
pakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 23
Setip mkan dan/atau bahan pakan yang d masukkan dari lar negeri atau d lel arkan dari dal an
negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-
undangan di bidang karantia.

Bagian Ket@
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 24
(1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang peredarannya
perlu diawasi.
(2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan keselamatan dan keamanan
pemakainya.
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Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya perlu
diawasi wajib diuji sebelum diedarkan.

Pasal 25
Setip orang yang ne np raduksi atau ne ma sukkan al& dan ne sin petermakan dari lwar
negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang.
Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri alat dan mesin peternakan
dalam negeri.
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran
alat dan mesin peternakan.
Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung
suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Budi Daya

Pasal 27
Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan
ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
berdasarkan Peraturan Menteri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
di bidang penataan ruang.
Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayatidan
ekosistemnya.

Pasal 28
Pemerintah menetapkan hewan hasil budi daya yang memanfaatkan satwa liar sebagai
ternak sepanjang populasinya telah mengalami kestabilan genetk tanpa bergant ing | gi
pada populasi jenis tersebut di habitat alam.
Satwa liar baik dari habitat alam maupun hasil penangkaran dapat dimanfaatkan di dalam
budi daya untuk menghasilkan hewan peliharaan sepanjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang konservasi satwa liar.
Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tthk terma suk satva lia yang
seluruh dan/atau sebagian daur hidupnya berada di air.

Pasal 29
Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak
tertentu untuk kepentigan kus us.
Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala
usaha tertentu diberikan tanda dafer usaha p etermakan ol éh penerirtah daerah
kabupaten/kota.
Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di
atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah
kabupaten/kota.
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(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan
skala usaha tertentu wajib mengikutitata cara budi daya termak yang bai k dengan tick
mengganggu keterttan umu m sesuai cengan doma n yang d tetapkan dér M nteri.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan
tthk sshat d sntara ®l &u m@sar.

Pasal 30
(1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tthk kerbadan hukum Irdonesia
(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait.

Pasal 31
(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan
perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. antarpeternak;
b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
C. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatlan letentuan gratuan perundang-undangan d
bidang kemitraan usaha.

Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga
masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya
yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentigan khus us.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan

dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 34
(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk
mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tiggi .
(2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikutisyarat kesehatan hewa n, keana nan

hayatj din lai dh gana , dikg sata estetka

Pasal 35
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk
hewan skala kecil dan menengah.
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(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen
yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan
industri.
Pasal 36
(1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran
hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan

produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi
seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha
peternakan.

(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi
kebutuhan konsumsi masyarakat.

(4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila
produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum
mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau
ternak dan produk hewan.

Pasal 37
(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan
dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan

dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai
bahan baku industri.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil
peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 kecuali yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan
Menteri.

BAB V
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 39

(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan
hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentfksi an
pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.

(2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan
kesehatan (promotf), pencegahan penyakit (g eventif) gnyenbu han penyakit (kuratf),
dan pemulihan kesehatan (rehabilitatf) yang d l&ksanakan secara ma nyel u uh, terpadu, din
berkesinambungan.
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Dalam rangka mengefektfin pe ngendal i amda n pe nanggul argan pe nyakit he wan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengembangkan kebijakan
kesehatan hewan nasional untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan
penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 40
Pengamatan dan pengidentfi@i an penyaki t henan sebagaimn a dink sud dad amP =al 3
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan
dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
Menteri menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta
penyakit eksotk yang me ngancam kesehatan hewan, m nusig dan ligkungan berdasarkan
hasil pengamatan dan pengidentficsi an séiagai nan a dintk sud pada ayt (J).
Pengamatan dan pengidentfiksi an penyaki t hewan dil dukan ol eh | alor atori umv eteri ner
yang terakreditasi.
Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Menteri
menetapkan laboratorium untuk melakukan pengamatan dan pengidentfisi an penyaki t
hewan.
Menteri menetapkan pedoman pengamatan dan pengidentfksi an pe nyaki t he wan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantia hewa n.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

Pasal 42
Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan
melalui:
a. penetapan penyakit hewan menular strategis;

b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;

c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;

d. pengebalan hewan;

e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan
lainnya di luar wilayah kerja karantia;

f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau

g. penerapan kewaspadaan dini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan pada sentra-sentra hewan produktf &
dan/atau satwa liar, Menteri menetapkan kawasan pengamanan bebas penyakit hewan.
Pemerintah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka
terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.

Setip orang yang ne | &kukan pena sukan dan/atau pengel wran hewan, produk hewan,
dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
Menteri menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk menganti @si
terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotk

Pasal 43
Menteri menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan
terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
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(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan
terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
(4) Setip orang y ang me ne |ilara d an/atau me ngusahakan h ewan wajib me | &ukan

pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Pasal 44

(2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputigenut ypan
daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau
terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit
hewan, dan pendepopulasian hewan.

(2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memerhatian statws lonservasi kewan din/atau statws mtu genetik hanan .

(3) Pemerintah thk ne nb erikan konp ensasi kepada setiap orang atas tindkan depopul asi
terhadap hewannya yang positf terjagkit penyakit hewa n sebagaim na di aa ksud pada

ayat (1).

(4) Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman
pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45
(1) Setip orang, t eema suk petermak, pem likhewan, dan perwahaan petemakan yang
berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib
melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter
hewan berwenang setempat.

(2) Menteri menetapkan status daerah sebagai daerah tertular, daerah terduga, dan daerah
bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya.

(3) Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

(1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit
hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupatja | ilot a
setelah memperoleh hasil investipsi ldborataiun wterirer dari pj dat daites weterirer
di wilayah setempat.

(2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup daerah tertular, melakukan
pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang
memadai di samping dana Pemerintah.

(3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penyakit hewan menular eksotk tidikan permus nahan harus dil dukan terhadap sel uruh
hewan yang tertular dengan memerhatlan stat s lonservasi kewa n yang lersangkut an.

(4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati@
dan ekosistemnya.
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(5) Setip orang dilaang me ngel arkan d an/atau me ma sukkan h ewan, produk hewan,
dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular
dan/atau terduga ke daerah bebas.

(6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnaan hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh
perusahaan peternakan di bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.

(7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh
otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 47

(1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan
peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.

(2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras

dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan
dokter hewan.

(3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tthk dapat di senb uhkan
berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga
kesehatan hewan dengan memerhatlan letent uan lese eht eraan hewa n.

(4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tik dapat
disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan
manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak,
perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Pemerintah tthk me nb erilan k onp ensasi b agi hewan y ang b erdasarkan p edoma n
pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.

(6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di
bawah pengawasan dokter hewan dengan memerhatian ketent uan kesej aht eraan tewa n.

Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan,
pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan

Pemerintah.
Bagian Kedua
Obat Hewan
Pasal 49
(1) Berdasarkan sediaannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik,
farmakoseutia, pem Is, can dat d amn .0
(2) Berdasarkan tigkat bahaya dal an pena kai a1 dan akilatrya, obat hewa n sebagai a na
dimaksud pada ayat (1) diklasiflasilan re nj ali dbat keras, dbat bebas terbatas, can dbat
bebas.
(3) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sediaan biologik, biang isolat lokal
disimpan di laboratorium dan/atau lembaga penelitin dhn ngenb angan \eterirer.
(4) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sediaan premiks dalam pengembangan

peternakan skala kecil dan menengah, Pemerintah memfasilitasi distribusi sediaan premiks
dalam negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi sediaan premiks sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 50
(1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki
nomor pendaftr an.
(2) Untuk memperoleh nomor pendaftran, setigp okat hewan harus diddtarkan dir lai, dy i,
dan diberikan sertfid@ mt u seelah | dus pmi | dan dan penguji an

(3) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah
pengawasan otoritas veteriner.
(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan

atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

Pasal 51
(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan
hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di

bawah pengawasan dokter hewan.

(3) Setip odang dlaang ma nggunakan dat lewan tertentu @mda terrek yang poduknya untuk
konsumsi manusia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

(1) Setip orang yang berwaha d bi ding penb uatan, penyedi @an, dan/atau peredaran obat

hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setip oang d laang ra nb uat, ra nyedi &kan, dan/atau ra ngedarkan doat hkewa n yang:

a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tthk ala d Irdonesig

a. tthk ma m lik rono r endaftaran

b. tthk d keri label din tanda; dan

c. tthk ma ne nuhi s¢andar mtu

Pasal 53

(1) Pembuatan sediaan biologik yang penyakitnya tthk ada d Imdonesiavyang berty wan wuntwk
melindungi kepentigan nasimal dan me nb antu pengendalian dan penanggul angan
penyakit hewan di negara lain wajib memenuhi persyaratan keamanan hayatiyang thgi .

(2) Pembuatan sediaan biologik yang biang isolatnya tthk ada di | rdonesiayang berty wn
untuk melindungi kepentigan resimal dan ne nb ant u pengendal ian dan penanggul angan
penyakit hewan di negara lain wajib memenuhi persyaratan keamanan hayatiyang thgi .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang
isolatnya tthk ada d Irdonesia sebagaim na d rmaksud pada ayat (1) dan ayat (2 dduw
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54

(1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau
belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk
luar negeri.

(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantia.

(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan
kepentigan rasimal .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ket@
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 55
Pemerintah menetapkan jenis dan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan yang
pengadaan dan peredarannya perlu dilakukan pengawasan.
Alat dan mesin kesehatan hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setip orang yang ne nb uat, ne ma sukkan, dan ne ngedarkan al& dan ne sin kesehatan
hewan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 56

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

a.

® oo o

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

pengendalian dan penanggulangan zoonosis;

penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
penjaminan higiene dan sanitasi;

pengembangan kedokteran perbandingan; dan

penanganan bencana.

Pasal 57
Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan menetapkan jenis
zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara mutats nu tandi s ne ngi kuti letertuan dal amP asal 4 sapa i dngan
Pasal 47.
Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan
penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara
terkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 58
Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan,
pengujian, standardisasi, sertfiasi , dn reg strasi poduk henan.
Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi,
pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan
segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
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Standardisasi, sertfiwi, din reg strasi poduk hewan dil dukan terhadap produk hewan
yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertfi@ veteri ne dn setifia hald .
Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
disertai sertfid veeri @ dn setifid hald ji lad pe syaratkan ol eh regara peng npor.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 59

Setip orang yang akan ne ma sukkan praoduk hewan ke dalan w layah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang
perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:
a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau
b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di

bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri.
Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk
hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan
dan tata cara pemasukan produk hewan.
Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang masih mempunyai risiko
penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan
budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya
rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat
dan makanan.
Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentigan
nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60
Setip orang yang ne np unyai unitusaha praduk hewan dapat ne ngaj kan perne honan
untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi
dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga
yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pasal 61
Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
a. dilakukan di rumah potong; dan
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b. mengikutic ara penyenb el itan yang me ne nuhi kaidh kesehatan ma syarakat
veteriner dan kesejahteraan hewan.
(2) Dalam rangka menjamin ketenteraman bath m syarakat, geno tangan hewa n sebagai ra na

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatian kai dh agama dn wnsur kepercayaan
yang dianut masyarakat.

(3) Menteri menetapkan persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang
baik.

(4) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan
bagi pemotongan untuk kepentigan hari kesar keaganma an, pacara adat, can peno t ngan
darurat.

Pasal 62

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi
persyaratan teknis.

(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setip
orang setelah memiliki izin usaha dari bupatjva | ilot a

(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah
pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat
veteriner.

Pasal 63

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib
menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.

(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan

hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat
penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia;
dan
C. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktii tas ter sebut .
(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter
hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64
Pemerintah dan pemerintah daerah mengantii @si ancama n terhadap kesehatan ma syarakat yang
ditib ul lan ol eh hewa n dan/atau peruahan | igkungan sebagai danp ak bencana alan yang
memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi
lingkungan.

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertfksi
produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan
olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona,
unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 66
Untuk kepentigan k esej ht eraan hewan di lkukan tinhkan yang be rkaitan de ngan
penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan
perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan
pengayoman yang wajar terhadap hewan.
Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara manusiawi yang meliputi

a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;

b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga
memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan

sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit,
penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari
rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;

e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga
hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga

hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan
penyalahgunaan; dan
g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tidakan p engani ayaan dan
penyalahgunaan.
Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi
semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tthk bertu ang
belakang yang dapat merasa sakit.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

(1)
(2)
(3)

BAB VII
OTORITAS VETERINER

Pasal 68
Penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
memerlukan otoritas veteriner.
Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah menetapkan Siskeswanas.
Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang,
meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta
melaksanakan koordinasi dengan memerhatian ketent utan perat uwan perundang-undangan
di bidang pemerintahan daerah.
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(4) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada
otoritas veteriner.

(5) Otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas
dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan
praktk ledokteran hewan d sl wth wlajah N gara Kesatuan Republ ik Idonesia

(6) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan
pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik
reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan
perbandingan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69
(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputipel ayanan jsa ldorataiun wterirer, el yanan jza
laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner,
dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
(2) Setip arang yang berwaha d hi daing pel ayanan kesehatan hewa n sebagaim na d ra ksud
pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupatia | ilot a

Pasal 70
(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah mengatur penyediaan
dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik
veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.

(3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan
dokter hewan spesialis.

(4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma
kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71
(1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan
kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
(2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan
hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
(3) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertfi@ kape tersi dri

organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertfi@ yang dialkui deh Pever i nah dapat
melaksanakan urusan kesehatan hewan.

(4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga
kesehatan hewan wajib mematuhi kode etk dan nme ne gang teguh sunp ah atau jajil@
profesinya.

Pasal 72

(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat
izin praktk kesehatan hewan yang d lel arkan d en hupatifa i lda.

(2) Untuk mendapatkan surat izin praktk kesehatan hewa n sebagai m na d ra ksud pada ayat

(1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk
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memperoleh surat izin praktk kepada lupati/\al ilda diseta dngan sertifi@ konget e nsi
dari organisasi profesi kedokteran hewan.

(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktk pel ayanan kesehatan hewa n di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau
multideral antara g lek Irdonesia can regara dau levb aga =ig sesuai cengan letent tan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 73
(1) Pemerintah wajib membina dan memfasilitasi terselenggaranya medik reproduksi, medik
konservasi, dan forensik veteriner.
(2) Medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner sepanjang berkaitan dengan

satwa liar dan/atau hewan yang hidup di air diselenggarakan secara terkoordinasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan sebagai hewan laboratorium dan hewan
model penelitin dan/atau pena nfaatan organ hewan untuk kesej dhteraan ma nusial@
diterapkan ilmu kedokteran perbandingan.

(2) Penerapan ilmu kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan:
a. di bawah penyeliaan dokter hewan yang kompeten;
b. berdasarkan etla lewa n can dika kedokt eran hevan; dn
C. dengan mempertih angkan lesej aht eraan hewa n.

Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA
DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 76
(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan
dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan
kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta informasi;

b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
C. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tiggi ;
d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatan kewirausahaan;
f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam
negeri;
g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
i perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentigan d ki ding peterrmakan

dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan
kesejahteraan peternak.
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Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk
hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan
ketahanan pangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 77
Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung
unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang
permodalan dan/atau fikal yang di tj kkan untk penb erdayaan peterrak, peruwahaan
peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang
peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan
peternak dan masyarakat.

BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 78
Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputia parat
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang
peternakan dan kesehatan hewan.
Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perlu ditigkatkan dan di lenb angkan kual itasnya unt ik | ébi h ne ni gkat kan
keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan
dilaksanakan dengan cara:

a. pendidikan dan pelattan;
b. penyuluhan; dan/atau
C. pengembangan lainnya dengan memerhatian kebut than konp etensi lerjg hudaya

masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemerintah dan pemerintah daerah melalui insttisi p endidlan d an duniausaha
memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelattan s erta penyul than y ang
berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan
dan kesehatan hewan.
Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan
kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk
melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.
Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik
di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi
masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya
manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 79
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penelittn cin pengenb angan

peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Penelitin dan pengenb angan d kb éding petermakan dan kesehatan hewa n dhapat d l&kukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, instisi pendi d kan, peraangan, |eb aga sva daya
masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang
baik antarpenyelenggara penelittn can ngenb angan d kb cang petermakan din lesehatan
hewan, baik di tigkat rasiaal m upun intemasimal .l

Pasal 80

(1) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitn
dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib mendapatkan izin
terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penelitn,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melakukan penelittn harwus bekerja sama dengan penelitidau | erba ga
penelitn dal an regeri.

Pasal 81
Negara memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil aplikasi ilmu
pengetahuan dan invensi teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 82
Penelitin dan pengenb angan yang berkai tan dengan rekayasa genetkdi bdag peternakan dan
kesehatan hewan dapat dilakukan sepanjang tihk bertent angan dengan kai dih agana ; kesehatan
manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
kesejahteraan hewan; serta tthk re rugi lan leanekaragana n hayati.

Pasal 83
Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitin din gngenb angan srta gnerapan ilm pengetahuan
dan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan mengikutik etentuan peratuan
perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 84
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputipet er akan din lesehatan
hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tidak p chna d b daing peterekan din lesehatan kewa n;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setip orang yang di diga nme | &kukan tindk

pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
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C. meminta keterangan dan bahan buktidari s etigo or ang se hubungan dengan
peristim tihk pidana di bdang pet ernakan dan kesehatan henan;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tidak pdina d b ding ppternakan din kesehatan rewa n;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan buktical an perkara tichk pidana di bdag
peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak @ dina d
bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85
Setip odang yang ra | anggar letent tan sebagaim na d m ksud dl an Rsal 9 aat (1), Pasal
11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42
ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2),
Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau
ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi
administratf.
Sanksi admistratf ebagaim na d ma ksud @mda aat (1) dipat keruya:

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentin sene ntara diri legi aan, produksi, dain/atau peredaran;

C. pencabutan nomor pendaferan dan penarilan dat hewan, mkan, d & dn resin
atau produk hewan dari peredaran;

d. pencabutan izin; atau

e. pengenaan denda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratf sebagai ra na

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setgp @ ang yang:

a. menyembelih ternak ruminansia kecil betia produktf mlirg sedi kit se besar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah);

b. menyembelih  ternak ruminansia besar betia p roduktif m |imgse dikit
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah); dan

c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertip) dari denda

tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang

berwenang atau korporasi.
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BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setip aang yang ra nyenb el ih

a. ternak ruminansia kecil betia pr aduktif sebagai mn a dinmek sud dal amP asal B ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

b. ternak ruminansia besar betia pr aduktif sebagai nan a di nk sud dal amP asal B ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tg) ul an can @lig lam 9 (senb i lan)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 87
Setip aang yang ma | &kukan pel aaggaran sebagaimna d raksud cal an Pasal 2 ayat (4 d p dina
dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tip) ul an dan lig lam 9 (senbilan) kul an dan/atau
denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 88
Setip orang yang me np roduksi dan/atau me ngedarkan al& dan ne sintanpa ne ngutama kan
keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau
belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan
pidana kurungan paling singkat 3 (t@) bul n can mlig laxa 11 (sebel &) kul @ can denda mal irg
sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setip orang y ang me | &kukan p el aggaran a tas ti ndkan ne n gel ua kan da n/atau
memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(5), Pasal 58 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah).

(2) Setip aang yang ma ngel arkan dan/atau ra ma sukkan hewan, graduk hkewan, adau mdial@
pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga
tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tidak pi cina sebagaim na di  ksud pada ayat (1) ne ngakiatkan ma tina
orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (t@) téhun @&n @lirg lama 9
(sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tg rh lia rypi &) dhn
paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 90
Setip adang yang m nggunakan dat fewan tertentu mda termak yang g oduknya unt ik konsuns i
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling
singkat 3 (tip) bulaa dan palig | am 9 (senbila) bul s dan/atau denda palirg sedi kit
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Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 91
Setip orang yang me nb uat, nme nyedi &kan, dan/atau ne ngedarkan obat hewa n sebagai m na
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (t@) ul a0 d&n
paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92
(1) Dalam hal tidak p dina dl&kukan d én lorporasi aau pjdat yang kerve nang, p cina \ang
dijatuhkan adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertin) dari p dina
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 91.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi atau pejabat yang
berwenang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan
hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

Pasal 93
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90 dan Pasal
91 merupakan pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. nomor pendaftran dat hewan, mkan, ald dan ma sin petermakan dan kesehatan hewa n,
pangan asal hewan, dan usaha pemotongan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa
berlakunya untuk selanjutnya di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
peraturan pelaksanaannya;

b. permohonan untuk memperoleh nomor pendaftran sebagaira na d raksud pada huru a
yang diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan
pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

C. izin usaha peternakan, izin usaha obat hewan, izin usaha pemotongan hewan, izin pelayanan
kesehatan hewan, dan izin praktk dokter hewa n d ryatakan tetap berl&u sepanj ang tikk
bertentangan dan belum dicabut dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf c yang diajukan dan
sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peraturan
pelaksanaannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan
kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tihk bertentangan dengan lhdang-lhdang in, tetap
berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang ini.
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Pasal 96
Ketentuan praktk kedokteran hewa n dan ketent an veterirer yang belun cukup didau dalan
Undang-Undang ini akan diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pasal 97
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini:
a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan;
b. Peraturan atau Keputusan Menteri harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan; dan
C. Peraturan Pemerintah Daerah harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak

peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan.

Pasal 98
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 2824);
2. Ketentuan yang mengatur kehewanan yang tercantum dalam:

a. peninjauan kembali ketentuan mengenai pengawasan praktk dokter hewan dan
kebijakan kehewanan (Herziening van de bepalingen omtrent het Veeartsnijkundige
staatstoezicht en de Veeartsnijkundige polite Saatsh al ahun B12 Mnor 82);

b. desentralisasi dari wewenang pusat sesuai dengan ketentuan dalam Staatsblad
Tahun 1914 Nomor 486, membuka kemungkinan pelimpahan pelaksanaan kepada
tip- tip ke pal a daerah unt uk penanggul agan penyakit hewan nmen ul ar pada
hewan ternak dan gedung vyang menjadi sarang tlus ( Recenstral istiel
gemeenteraden. BesmetH ijle ziekten. Pestgevaarlijle gebouwe n. @enstg lirg van
de mogelijkheid om aan de gemednteraden over te dragen de uitvoering van de bij
de ordonnantei nStaatsbl al Tahun 1914 nonor 486 vastgestd & r egel e,
Staatsblad Tahun 1916 Nomor 656);

c. perubahan dan tambahan atas tambahan pada Staatsblad Tahun 1912 nomor 432
yang mengatur tentang polisi khusus dinas kedokteran hewan (Nadere wijziging en
aanvulling van het reglementen op het veeartsnijkundige staatstoezicht en de
veeartsnijkundige polite in M derlandsch- Indi e (staatsbl @ Tahun 812 Mnor 82),
Staatsblad Tahun 1925 Nomor 163);

d. ketentuan baru mengenai pengenalan dan pemberantasan mewabahnya rabies
(Nieuwe bepalingen tervoorkeming en bestrijding van hondolsheids (rabies) in
Nederlandsch Indie (Hondolsheids Ordonnante 1926), Staatsbl a Tahun 1926
Nomor 451);

e. pelimpahan sebagian kegiatan pemerintah pusat kepada provinsi mengenai dinas
kehewanan sipil dan polisi khusus kehewanan (Overdracht van een deel der
overheidsbemoeienis met den burgelijke veeartsnijkundige dienst provincien,
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 569);

f. tambahan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1926 Nomor 452
mengenai pemberantasan atau pembasmian penyakit anjing gila (rabies)
(Veeartsnijkundige. Dienst. Polite Regl exe nten, Saatsbl al ahun 0828 Mnor R);

g. untuk polisi khusus kehewanan, petunjuk mengenai pemotongan hewan,
pemotongan hewan besar betia bertanduk yang t ercantum dalan peratuan
pemerintah tahun 1936 mengenai hewan besar betia bertanduk (W jzgm van dce
bepalingen inzake het slachten op doen slachten van vrouwelijk groothoornvee
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("Slacht Ordonante Vr auwe lijle Gr oot hoorrvee 1936"), Staatshl al Tahun 1936
Nomor 614);

h. perubahan terhadap peraturan mengenai campur tangan pemerintah dalam dinas
kehewanan, polisi kehewanan, dan ordonansi tentang penyakit anjing gila (rabies)
(Wijziging van het reglement op de veeartsnijkundige overheidsbemoeienis en de
veeartsnijkundige polite em \an & tondol dei d o donnantie Saatsdad Tahun 186
Nomor 715);

i desentralisasi untuk dinas kehewanan di daerah seberang (Decentralisate
Veeartsnijkundige dientst. Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 512); dan

j. perubahan terhadap peraturan mengenai campur tangan pemerintah pada dinas
kehewanan dan polisi kehewanan, (Wijziging van het reglement op de
veeartsnijkundige overheidsbemoienis en de veeartsnijkundige politg Staatshl al
Tahun 1937 Nomor 513);

dicabut dan dinyatakan tihk kerlu.

Pasal 99
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setip orang me ngetahui rya, me ne rirt ahkan pengundangan Undang-lhdang i r dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 83.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

. UMUM

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayatil
yang sangat besar (mega biodiversity) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah
sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan
dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayatitersebut di =l enggarakan
peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman

pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis

peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan,

keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian,

kemitraan, dan keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri;
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara;
memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma
baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus
berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa
lain yang lebih maju.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan dikembangkan wawasan dan paradigma
baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan
nasional; melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau
gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta memberikan jaminan
pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu undang-undang
disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara kedua bidang tersebut. Di samping itu,
pengaturan dengan satu undang-undang membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang
memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentigan yang
bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
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Selain itu telah terjadi pula perubahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penataan kembali urusan dalam penyelenggaraan
peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan pertibh angan tersebut, kebi j&kan penyel enggaraan petermakan di ttiberatkan pada
aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek
keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu
kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut,
penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan pendekatan sistem agrobisnis dan penyelenggaraan
kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputitanah aau ldan, ar, sunb er diya
genetk kenih b bt kakal n, mkan, d & dn masinpetermakan, ludi dya, mnen dn mscapanen,
pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan
kesehatan hewan meliputipenyakit hewa n, obat hewan, ala dan ne sin kesehatan ma syar akat
veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal
mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik
reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diatur juga
mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan,
pengembangan sumber daya manusia, penelittn d an p engenb angan, s erta s unb er daya
permodalan.

Disadari bahwa pengaturan dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya mencakup aspek
kehewanan dalam artilas. Jangkauan pengatuan taru mda hewan kudi daya, yai tu termak, hewa n
kesayangan, dan hewan laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri yang
mengatur mengenai aspek kehewanan secara komprehensif termasuk pengaturan praktk@
kedokteran hewan (veteriner).

Selain upaya tersebut, dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan
peternakan dan kesehatan hewan, dikembangkan sistem jaminan penegakan hukum berupa
pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian negara atau kepentigan aang kanyak.

Pembentukan Undang-Undang ini juga mempertih angkan kormi tne n Irdonesia unt &k ne | &ukan
penyesuaian dan penyetaraan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi
internasional. Misalnya, General Agreement on Trade and Tariff ( ATT), khususnya t ent ang
Agreement on the Applicatim d Sni tary and bhytosani tary M asures (SPS) yang re ngatu tent ang
impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia,
hewan, tanaman, dan lingkungan.

Di samping itu, dalam menyusun Undang-Undang ini dipertibh angkan pul a semu a praduk undang-B

undang yang telah diundangkan meliputi

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayatidan
Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantia lwa n, llan, dan Tunb uhan;

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Coventm o Bd gial D \ersity
(CBD);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing the

World Trade Organizatin (Rersety wan Rnb ent kan @ gani ssi Rerdagangan ini J;
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004;

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kartagena;

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan; dan

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan unifiasi hukum khususnya yang terkait
dengan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan
zaman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan dan berbagai Ordonnante peni rggal an Pene rirtah H rdi a Bel anda perlu d @nti
dengan undang-undang yang baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat
memberikan kepastin h ukum k eadilan, d an B ketenteraman bathm asyarakat d al an
penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan asas ‘"kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan memerhatian kondi s sosid hudaya.
Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan
peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk
dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman bath ra syar akat.
Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan
peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama
secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya
sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam
memberikan izin harus dicegah terjadinya praktk no nopol i, no nopsoni, ol igpol i,
dan oligopsoni.
Yang dimaksud dengan asas ‘'"keterbukaan dan keterpaduan" adalah
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan
memerhatian aspi rasi ma syarakat dan di dikung dengan ketersedi an irfam si
yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu
sampai hilir dalam upaya meningkatkan efsiensi can p aduktivitasnya.
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Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan
kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana
produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai
penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan
kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan
sumber daya yang mempertih angkan aspek kesetaraan dal an berwaha secara
proporsional.

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan
dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi
pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, di
antaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.
Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan
baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran
ternak atau feses beserta turunannya.
Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentigan
sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga,
hobi.
Yang dimaksud dengan "menuju pencapaian ketahanan pangan nasional" adalah
peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang
ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "ancaman" antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran
biologik, kimiawi, fik ma upun sal & kel d a (m ssm nagene nt) dan salah urw
(missconduct) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah
yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air,
topografj graklimt, can kebas diri mktei @tggen yang ra nb ahayakan ter mak.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ‘"kegiatan pendidikan dan/atau penelittn d an
pengembangan" adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan
sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang
peternakan dan kesehatan hewan.
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Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mempertahankan keberadaan dan kemanfataannya secara
keberlanjutan" adalah upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk
memasukkan kawasan penggembalaan dalam program pembangunan daerah.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kastrasi" adalah tidakan ne ncegah berfungsirya
tests cengan jd s ra nghi lagkannya d@au e nghanb at fungsirya.
Yang dimaksud dengan "Inseminasi buatan" adalah teknik memasukkan
mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betia sehat itk dapat
membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan
agar ternak buntig.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum"
yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain, misalnya tanah pangonan,
tanah tisara atau tawh ks dsa.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu,
keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta
menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" adalah negara sebagai badan hukum
publik mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya genetk
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "konservasi dalam habitatnya" (in situ) adalah semua
kegiatan untuk mempertahankan populasi hewan di dalam habitatnya.
Yang dimaksud dengan "konservasi di luar habitatnya" (ex situ) adalah semua
kegiatan untuk mempertahankan populasi hewan di luar habitatnya dalam berbagai
bentuk yaitu hewan hidup, gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio atau jaringan,
yang dapat digunakan untuk membentuk genotig aru
Yang dimaksud dengan "upaya lain dari pelestarian sumber daya genetK' adal &h
kegiatan pelestarian yang dilakukan, antara lain, melalui penyimpanan dingin (cryo
conservatin) .

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan sumber daya genetk' yaitu penggunaan
material genetk hewa n, sepertiRoxyrebose Nucl eic Aci d(DM) dcan nol ekl
lainnya (bukan hewan itu sendiri) untuk menghasilkan produk yang bernilai
ekonomis tiggi (b gros pectig .

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penggunaan bagian keuntungan dari hasil pemanfaatan
sumber daya genetk' adal &h upaya dal an ne nunj ang konservasi sunb er daya
genetk dan peni rgkatan kesej et eraan m syarakat yang m nb udi diyakan sumb er
daya genetk

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "masyarakat" yaitu peternak, kelompok peternak, atau
gabungan kelompok peternak.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "wajib melindungi" adalah menjamin keberlanjutan usaha,
terutama usaha peternakan skala kecil dan menengah yang berbasis sumber daya
lokal.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mengutamakan produksi dalam negeri" adalah upaya
pemanfaatan sumber daya genetk aslilrdonesig m sl rya termak rurp un nu rni
dan silangan, baik dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida.
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Yang dimaksud dengan "mengutamakan kemampuan ekonomi kerakyatan" yaitu
upaya pembibitan, pembenihan, produksi bakalan yang dilakukan secara langsung
dan/atau tihk Iangsung d éh rakyat, rh sal rya, pusat gnb i b tan perdesaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melibatkan peran serta masyarakat" adalah upaya untuk
memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan
yang bersertfidt.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "unit pembenihan atau pembibitan" antara lain, Balai
Pembibitan Ternak Unggul, Balai Inseminasi Buatan, dan Balai Embrio Ternak.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ciri-ciri keunggulan tertentu" adalah antara lain memiliki
kemampuan produksi dan reproduksi yang tiggi éin tahan terhadap penyakit
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "wilayah sumber bibit ternak" adalah wilayah kecamatan,
kabupaten, provinsi atau pulau, tergantung pada rumpun, jumlah, dan sebaran bibit
serta kondisi wilayah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisi yang mendesak
bagi negara untuk melakukan tidakan yang sifarya piogits dn terbatas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan "mutu genetk' adal & ekspresi keunggul v sifa indivdi
ternak.
Yang dimaksud dengan "keragaman genetk' adal &h ekspresi keunggul a1 variasi
genetk ant arirdi v du.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kekurangan benih atau bibit" adalah suatu kondisi populasi
ternak yang tthk ama n, yai tu apabi la dal an wa ktu beberapa tahun ne ndatang
diprediksi populasi jumlah ternak dewasa menurun, penurunan tersebut
mengganggu ketersediaan benih atau bibit di dalam negeri.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Pengeluaran benih dan/atau bibit dari wilayah Indonesia ke luar negeri dilakukan
sepanjang tthk ma nganggu kel starian termak lkal yang dal an ahaya kepunahan
dan yang dilindungi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bioteknologi modern" adalah aplikasi dari teknik
perekayasaan genetk yang, axtara lan m | iputi tdni k asamn Wkl ea ini trodan f i
sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ternak ruminansia betia produktif"adal ahrumn asi al
besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di
bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan
kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.
Penentuan ternak ruminansia betia tidk pr oduktif dt ertukan ol ehtenaga
kesehatan hewan.

Ayat (2)
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia
betia pr aduktf guna nemen uhi lecukupan kebut uhan konsunsi potein hewani
dalam negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pakan" meliputitbhan mkan, mkan lkonsent rat, tuvb uhan
pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat
digunakan sebagai pakan ternak.
Yang dimaksud dengan "pakan konsentrat" adalah pakan yang kaya sumber protein
dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau
imbuhan pakan.
Yang dimaksud dengan "tumbuhan pakan" adalah tumbuhan vyang tihk
dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah
maupun tthk d @ & yang dipat djai lan mkan, spertitmput dn | ene.
Yang dimaksud dengan "imbuhan pakan (feed additie) " adal & bahan kaku pakan
yang tthk ne ngandung zat gia atau nutrid (rutrien), yang ty wn pena kai aanya
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terutama untuk tujuan tertentu, sepertixant gohy!l (intuk m ni pl si varma kuni g
telur).
Yang dimaksud dengan "pelengkap pakan (feed supplement)" adalah zat yang secara
alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditigkatkan dengan
menambahkannya dalam pakan, sepertisam am o, \Vitami p dan ld n ebagai rya.
Yang dimaksud dengan "pakan olahan" adalah pakan yang telah mengalami proses
fik kimaatau bi d @i baik tunggal m upun canp uran, sepertislae dan rasum€@
jadi untuk unggas.
Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan penolong untuk mengolah bahan
baku menjadi pakan, seperti lmhan mngilat cal an @nb uatan el €.
Yang dimaksud dengan "bahan pakan" adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan
peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah
maupun yang belum diolah, seperti cedak, jgung, tepung ilan, tepung tud ang ron
ruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pakan yang baik" adalah, antara lain, meliputiserat,
karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan,
hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Ayat (3)
Premiks merupakan imbuhan pakan atau pelengkap pakan yang pemberiannya
dicampurkan ke dalam pakan atau air minum.

Pasal 20

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan ketersediaan pakan menjadi tanggung
jawab bersama antara instansi pertanian, perindustrian, perdagangan, bea cukai,
pengawasan obat dan makanan, dan instansi terkait lainnya.
Penyediaan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar
negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan
pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fik ki a
di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatlan danp ak
sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:

1. tihk kerladel ;@

2. kedaluwarsa;

3. kemasannya rusak, fii loya nsak, erbau, ker ah varm; din/atau

4 palsu, yaitu tthk ma m lik rono r endaftaran isi tibk sesuai dagan | akd,

menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tib ul rya penyakit sapi gila (bovire
spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing.
Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetk
Yang dimaksud dengan "anth dik', atara | dn, dlorarph enicd dn teracyclin
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar alat dan mesin peternakan memenuhi persyaratan
teknis dari aspek produksi, reproduksi, peningkatan mutu genetk t erma suk
kesehatan masyarakat veteriner, kehalalan, dan kesejahteraan hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan pengujian alat dan mesin peternakan sebelum diedarkan dimaksudkan
untuk memastian lmhwa d & dén msintersebut ra ne nuhi spesifisi tdnis.

Pasal 25
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pembeli alat dan mesin peternakan tthk ra nderita
kerugian karena ketedaan suku adang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan
masyarakat dalam alih teknologi" adalah upaya untuk meningkatkan daya guna dan
produktfiz sunbbe r daya lolal sertanen ingatkan kemampu an sunber daya
manusia di Indonesia.
Pasal 26

Cukup jelas
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Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menghasilkan hewan peliharaan", antara lain,
mendomestiasilan satva lia ne nj ai temk, hewan j&a, hewan | dorataium
dan hewan kesayangan.
Yang dimaksud dengan "hewan jasa", antara lain, adalah hewan yang dipelihara
untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tidakan
kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau
hewan beban.
Yang dimaksud dengan "hewan laboratorium" adalah hewan yang dipelihara khusus
sebagai hewan percobaan, penelitin, penguj i, pengaj a@an, dan penghasil bahan
biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
Yang dimaksud dengan "hewan kesayangan" adalah hewan yang dipelihara khusus
sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)
"Kawasan budidaya peternakan" adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu
wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat,
ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak tertentu", antara lain, Tentara Nasional Indonesia,
kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitin, din lenb aga pendi d lan.
Yang dimaksud dengan "kepentigan khusus", antara | dn kuda untuk kaval ei, [
anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitm.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Izin usaha peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai skala tertentu
dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan usaha peternakan agar sesuai
dengan persyaratan usaha peternakan yang baik dan kesehatan hewan serta
kesehatan masyarakat veteriner.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "tthk ma ngganggu ketertten uram" adl ah kegi atan bui
daya ternak dilakukan dengan memerhatlan kai chh agana dan/atau kepercayaan
serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, sepertiharus ne ne nuhi
ketentuan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantd .

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
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Pasal 31
Ayat (1)
Kemitraan usaha tersebut meliputj antara |d n bagi hasil (gaduhan), sewa, kont rak
farming, sumba kontrak, maro batjiri gasra, aau bentuk lainsesuai dngan
budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang
bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir,
misalnya, usaha pengolahan hasil ternak sepertiirdustri susu.
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah semua pihak di luar bidang
peternakan dan kesehatan hewan misalnya perkebunan, perikanan, dan
kehutanan.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan mengenai syarat keamanan hayatihanya berl&u untik produk hasil @
rekayasa genetk
Yang dimaksud dengan "kaidah eti@" dal an pel &ksanaan panen hasilbudi daya
adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortian anak
ayam umur sehari yang tithk me ne nuhi kriteriat et di grl&ukan dengan
memperhatian lai dhh lesej aht eraan hewa n.
Yang dimaksud dengan "kaidah estetla" dhl an pel &sanaan pnen hasil budi daya
adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam
melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu
dengan susu yang dipanen.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas
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Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

42

Yang dimaksud dengan "pangan bergizi seimbang" adalah kondisi pangan yang
komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-
kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk
aktii tas tubuh.

Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "menciptakan iklim usaha yang sehat", antara lain,
memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli
usaha peternakan secara horizontal/vertlal y ang d apat m e nb ahayakan
kepentigan rasiaal . @

Yang dimaksud dengan "Industri pengolahan produk hewan" adalah kegiatan
penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang
ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tiggi, dengan ne np er hatikan
aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan "mengutamakan bahan baku dari dalam negeri", misalnya,
dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil
pemerahan sapi perah dalam negeri.

Nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan hasil peternakan harus dapat

dinikmatis ecara berkeadilan oléh s emua pitlk yang t elilmt dalan usaha
peternakan, termasuk peternak yang bergerak di bidang budi daya peternakan

melalui berbagai pola kemitraan usaha industri pengolahan hasil peternakan,

misalnya, kemitraan industri pengolahan susu dengan peternak sapi perah dalam

bentuk koperasi dan intid ama serta kem traan cengan kal sagan pendi d lan wnt Wk
meningkatkan usaha dan gizi.

Termasuk ketentuan yang diatur adalah keberpihakan industri untuk menggunakan
bahan baku lokal (dalam negeri).

Yang dimaksud dengan "pengamatan dan pengidentfisi an pe nyakit hewan"
adalah tidakan untk ne ma ntau ada tidknya suatu penyakit hewan tertetu di
suatu pulau atau kawasan pengamanan hayatihewa n sebagai |angkah awa |l dal an
rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah tidakan karantina &
yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri
ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di
dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
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Yang dimaksud dengan "pengamanan penyakit hewan" adalah tidakan yang
dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit
hewan.

Yang dimaksud dengan "pemberantasan penyakit hewan" adalah tidakan untwk
membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayatichn/atau pul au
dari penyakit hewan menular yang meliputiusaha penutuyan daerah tertentu
terhadap ke luar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan
hewan tertular dan bangkai, serta tidakan penanganan wa bah yang me | iuti BB
eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Yang dimaksud dengan "pengobatan penyakit hewan" adalah tidakan untwk
menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptiallan k ebugaran d an
ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tidakan t ransaksi t erapetik,
penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana,
pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "kebijakan kesehatan hewan nasional" adalah berbagai

keputusan otoritas veteriner dan prinsip tidakan yang berbasis pada keraganma n
jenis hewan dan lingkungan ekosistem dalam rangka penyelenggaraan kesehatan

hewan.

Yang dimaksud dengan "kegiatan surveilans" adalah pengumpulan data penyakit
berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka
mengamatip enyebaran a tau p erlwsan d an k eganasan p enyakit U ntuk
melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentfisi an
hewan.

Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah kegiatan untuk menelusuri asal,
sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara
induk semang dan lingkungan.

Menteri dalam menetapkan jenis, peta, dan status situasi penyakit hewan
didasarkan pada kajian epidemiologis dan analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas
veteriner.

Yang dimaksud dengan "penyakit eksotk' aal &n genyakityang el un @rrah ada d
wilayah atau daerah tersebut.

Cukup jelas

Menteri dalam menetapkan laboratorium berdasarkan pada kriteria:
a. keberadaan sumber daya manusia yang kompeten;

b. sarana dan prasarana laboratorium yang memadai; dan

c. metodologi yang sahih.

Cukup jelas
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Pasal 41
Yang dimaksud dengan "karantia hewa n" adal & tirdhkan sebagai paya pencegahan
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke
area lain di dalam negeri atau ke luarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "biosafety" adalah kondisi dan upaya untuk
melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan
sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol
khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas
pendukung.
Yang dimaksud dengan "biosecurity" adalah kondisi dan upaya untuk
memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau
untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu
laboratorium tihk nme ngontam rasi atau tidk di sdalgunakan, ms dnya,
untuk tujuan bioterorisme.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah vaksinasi, imunisasi
(pemberian antiera), peni gkatan statws gia dan hal ldanyang ma np u
meningkatkan kekebalan hewan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantia" adal &n pel duhan
laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja
karantra d an d apat b erpotensi s ebagai t erp at p enma sukan d an
pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat veteriner" adalah tidakan
antid @tif A ammen ghadapi actaman penyakit henan nen ul ar dsotik.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah tidakan pengama tan
penyakit secara cepat (early detectin), pelgoran t erjairya t anda
munculnya penyakit secara cepat (early reportig), can pengana nan secara
awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.
Ayat (2)
Pedoman pengamanan penyakit hewan mencakup seluruh ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Menteri dalam mengatur pengamanan terhadap penyakit hewan memerhatian
ketentuan yang mengatur karantia hewa n.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kawasan pengamanan bebas penyakit hewan" adalah
kawasan sentra produksi dan/atau konservasi yang telah dinyatakan bebas oleh
Menteri dan perlu diamankan atau dipertahankan sebagai kawasan bebas penyakit
hewan.
Dalam menetapkan kawasan pengamanan hayatirewa n jiga d jé skan kentk aau
pola manajemen kawasan yang akan dilaksanakan.
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Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat
menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan
peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tihk
strategis menjadi tanggung jawab masyarakat.
Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis
yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efsiensi din € ektiita.

Ayat (4)
Sudah sewajarnya peternak, pemilik hewan, atau perusahaan peternakan dibebani
kewajiban untuk mencegah penyakit hewan karena kesehatan menjadi tangung
jawabnya. Tugas pemerintah sifatnya membantu dan memfasilitasi.

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah
sebagai kawasan karantia.
Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tidakan
pembasmian penyakit hewan, sepertipenb akaran, penyenp ra an cesirf ektan, din
penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.
Yang dimaksud dengan "pendepopulasian hewan" adalah tidakan me ngurangi
dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan
penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan
betra, dan me nj ga daya dukung habi tat. Depopul i me | it le giatan (a)
pemotongan terhadap hewan yang tihk |d ¢ sel &si tekni s kesehatan hewan, (b
pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi hewan
di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan vyang terjangkit
dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang
tthk m ngkin d enb uhkan diri gnyakit itk rma ngurangi genderitannya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "status konservasi hewan" adalah kondisi populasi jenis
hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayatid an
ekosistemnya serta Conventim inTrade of W Id Fauna and Fl oa of Endangered
Species (CITES).
Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi yang tertular oleh
penyakit hewan menular eksotk d l&kukan d éh daites weterirer ma | d u koord rasi
dengan instansi yang berwenang di bidang konservasi sumber daya alam hayatichn
ekosistemnya. Pengecualian dapat diberikan untuk menghindari kepunahan spesies
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hewan tersebut di satu pihak dan dilakukan dengan cara yang menjamin penyakit
hewan menular eksotk tersebut tidk akan men yebar ke hewan |ainrya di lain®
pihak.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tihk ne nb erilan konp ensasi" di tj tkkan kepada hewa n
yang tertular penyakit hewan menular eksotk
Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian
hewan yang positf terirf eksi penyakithewan re nul a strategi s tikk nen dapat kan
kompensasi mengingat hewan tersebut dipastian dan ra ti.

Ayat (4)
Yang maksud dengan "pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat"
adalah jika penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotk cont chnya
dalam pemberantasan brucellosis dan anthrax.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain antraks, Septiem a@
Epizotis (SE), Bruwcel sis, Avian | flunza (Al), tetelo(New CastleDis ese), Hbg
Cholera, Rabies.

Ayat (2)
Dalam menyusun pedoman pemberantasan penyakit hewan menular, Menteri
bersama otoritas veteriner memerhatian: (a ketentwn dari Or gani sasi Duni a
untuk Kesehatan Hewan (World Organizatin for Aima | Halth); (B perkenb angan
penyakit hewan menular yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan/atau dengan (c) perbandingan langkah-langkah dan harmonisasi
penanganan penyakit hewan menular oleh negara lain.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Ketentuan wilayah meliputiwi layah adm n srasi ( desa, kel wahan, kecama tan,
kabupaten/kota, provinsi, dan negara), wilayah kepulauan, dan zonasi populasi
hewan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan penutupan daerah" adalah penutupan dari lalu
lintas hewan dan produk hewan yang menjadi media pembawa penyakit hewan
dimaksud.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Pelarangan pemasukan atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media
pembawa penyakit hewan lainnya didasarkan pada jenis penyakit dan jenis hewan
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yang tertular; misalnya, pada daerah wabah antraks dapat dilakukan pemasukan dan
pengeluaran unggas, atau sebaliknya.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan
benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan
pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menggunakan obat keras" contohnya adalah obat yang
termasuk dalam obat berbahaya dafar G ( Gvaarlij§ dan/atau obat k eras
diperingatkan dafer W (W rschuwi rg).
Yang dimaksud dengan "pengobatan secara parenteral" adalah pemberian obat
menggunakan, antara lain, alat suntk irf 5, sonde (sel g yang d ma sukan re | d u
mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "visum" adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi,
diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sediaan biologik" adalah obat hewan yang dihasilkan
melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan
kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui
proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antsera), hasilr ekayasa
genetla, can mhan d gnos tia biolog k.
Yang dimaksud dengan "sediaan farmakoseutla" a dala o bat hewan y ang
dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim,
anth dik, dn kenot erapetik laimya, arthi starn  antpi r ek, dan aest etk yangQ
dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
Yang dimaksud dengan "sediaan premiks" adalah obat hewan yang dijadikan
imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke
dalam pakan atau air minum hewan.
Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan alami
yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau
campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.
Golongan obat alami meliputidbat aslilmdonesia m upun dat aslidari regara ldan
untuk hewan yang tthk rne ngandung zat ki rn a sir etis dan bel uma da data kliris
serta tthk terma suk narkotika at au obat keras dan khasi at serta kegunaannya
diketahui secara empirik.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "obat keras" adalah obat hewan yang bila pemakaiannya
tthk sesuai dengan ketentan dapat ne ni rh ul lan bahaya bagi hewan dan/atau
manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
Yang dimaksud dengan "obat bebas terbatas" adalah obat keras untuk hewan yang
diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan
disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu
serta diberi tanda peringatan khusus.
Yang dimaksud dengan "obat bebas" adalah obat hewan yang dapat dipakai pada
hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "biang isolat (master seed)" adalah mikroorganisme patogen
yang disimpan dan digunakan sebagai bibit induk (biang) untuk pembuatan obat
hewan sedian biologik.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "obat hewan tertentu" adalah obat hewan yang
mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan
kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya
adalah Chlorampenicol, Dihydro-streptomycin (DHS), dan Dietigilestrd (I5).

Ayat (4)
Dalam menetapkan Peraturan Menteri mengenai jenis obat hewan tertentu,
pembuatan, penyediaan, penggunaan, peredaran, dan pengawasan obat hewan
terutama klasiflasi obat keras harws ne np erhatikm ketentuan dal amp er aturan
perundang-undangan di bidang obat keras.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
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Huruf d
Yang dimaksud dengan "tthk ma ne nuhi standar mtuJ', yaity antara lan
kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan filk kr an ,

dan biologik.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kepentigan nasiaal " yai tu kecukupan kebut than dal an
negeri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta
pelayanan kesehatan hewan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan dimaksudkan untuk menjamin
keamanan dan mutu pembuatan, produksi, penyediaan, peredaran, dan
penggunaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud "pelayanan purnajual”, adalah pelayanan perbaikan, penyediaan
suku cadang, dan/atau pelattan.
Yang dimaksud "alih teknologi" adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dan
teknologi dari inventor atau produsen kepada tenaga kesehatan hewan atau
konsumen.
Ayat (4)
Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai jenis obat hewan tertentu,
pembuatan, penyediaan, penggunaan, peredaran, dan pengawasan obat hewan
terutama klasifiasi obat keras harws ne np erhatikn ketertuan dal amp eraturan
perundang-undangan di bidang obat keras.
Pasal 56
Huruf a

Yang dimaksud dengan "zoonosis", jenisnya, antara lain, rabies, antrakss, avian
inflenza, sslm nel lais It piresis, cin tksopl &no sis

Huruf b
Yang dimaksud dengan "penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan

produk hewan" adalah serangkaian tidakan dan kegidan untuk me wuj wkan

keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.
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Huruf c

Huruf d

Huruf e

Pasal 57
Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 58
Ayat (1)

Ayat (2)
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Yang dimaksud dengan "produk hewan" antara lain, yaitu daging, susu, telur, serta
produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk,
kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan "penjaminan keamanan produk hewan" adalah pengupayaan
dan pengondisian produk hewan yang tthk ne ngandung bahaya bi d @i, kiman , [
dan fik yang dapat me ngganggu kesehatan nma nusig hewan, dan/atau fungsi
lingkungan.

Yang dimaksud dengan "penjaminan kesehatan produk hewan" adalah pengupayaan
dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang
diperlukan untuk kesehatan manusia dan tthk ra ngandung b b t penyaki t

Yang dimaksud dengan "penjaminan keutuhan produk hewan" adalah pengupayaan
dan pengondisian pangan asal hewan yang tihk bercanp ur dengan praduk ldn[
yang tibk sg eni s

Yang dimaksud dengan "penjaminan kehalalan produk hewan" adalah pengupayaan
dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Yang dimaksud dengan "penjaminan higiene dan sanitasi" adalah pengupayaan dan
pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan
produk hewan.

Yang dimaksud dengan "higiene" adalah kondisi lingkungan yang bersih yang
dilakukan dengan cara mematian aau ra ncegah h dupnya jsad reni k mtagen dn
mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan 'sanitasi" adalah tidakan y ang dil&kukan t erhadap
lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Yang dimaksud dengan "kedokteran perbandingan (comparatie ne di d re)" adal an
disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal

yang berkaitan dengan proses biologi, fid @i, patd gi,dan perkenb angan
penyakit (patogenesis), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh

lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang

terjadi pada manusia dan hewan.

Yang dimaksud dengan "penanganan bencana" adalah tidakan terhadap tiru |

dan/atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam
kesejahteraan hewan.

Penetapan prioritas didasarkan pada, antara lain, eksternalitas (tigkat penul @an),
morbiditas (angka kesakitan), dan/atau mortalitas (angka kematm) .

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "sertfid ve terire" ad al ahsurat ke terargan ya ng
dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan
telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.
Yang dimaksud dengan "sertfid hal al" adal ah surat keterarngan yang dikd ua kan
oleh lembaga penjamin produk halal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "produk hewan segar" adalah semua bahan yang
berasal dari hewan yang belum diolah untuk keperluan konsumsi,
farmakoseutia, p ertani @, d an/atau k egunaan | @nb agi p ene nuhan
kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, daging, telur, susu, dan
tulang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "produk hewan olahan" adalah semua bahan yang
berasal dari hewan vyang telah diolah untuk keperluan konsumsi,
farmakoseutia, p ertani @, d an/atau k egunaan | @nb agi p ene nuhan
kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, bakso, nugget, dan daging
dalam kaleng.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "zona dalam suatu negara" adalah bagian dari suatu negara
yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status
epidemiologik penyakit hewan menular dan efektii tass daya kendal i pel &sanaan
otoritas veteriner yang jelas.

Yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan", antara lain, memiliki:

1. hasil analisis risiko penyakit hewan menular, terutama penyakit eksotk @da
negara atau zona suatu negara, sebagai jaminan keamanan produk hewan
yang akan diekspor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis
risiko juga dapat diterapkan pada rencana pemasukkan hewan.

2. nomor registrasi (establishment number) untuk unit usaha yang mengekspor
produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. rekomendasi dari otoritas veteriner bahwa importasi produk hewan

dinyatakan aman bagi konsumen, sumber daya hewan, dan lingkungan,
serta tthk ra ngganggu lepentir@n nasi ol .

4, kesesuaian dengan ketentuan internasional yang relevan, antara lain, dari
badan kesehatan hewan dunia (World Organizatm f o Anim | Health
WOAH) dan/atau Codex Alimentarius Commission (CAC) Yang dimaksud
dengan "tata cara pemasukan produk hewan" adalah memenuhi ketentuan
teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang
karantia tewa n.
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Persyaratan dan tata cara pemasukkan produk hewan dari luar negeri didasarkan
pada kepentigan nasioal dan risilo kemu ngkirman t erbawa nya agen penyakit &
hewan menular melalui produk hewan dengan tujuan untuk menjamin produk
hewan yang masuk dapat memenubhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu,
juga harus diperhatian ketentwan | termsiomal ,antara | dn Badan Kesehatan
Hewan Dunia (WOAH) dan/atau Codex Alimentarius Comission (CAC).
Yang dimaksud dengan "analisis risiko" adalah proses pengambilan keputusan teknis
kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan
publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputj icentified bdaya, peilain[
risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) risiko.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "nomor kontrol veteriner (NKV)" adalah nomor registrasi
unit usaha produk hewan sebagai buktitd eh d gnuhi rya persyaratan h g e dan
sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.
Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dagingnya diedarkan" adalah mendistribusikan daging
untuk kepentigan kome rsid dan nonkone rsid seperti @mbe rian bantuan kepada
warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a
Yang dimaksud dengan "rumah potong" adalah suatu bangunan atau
kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi
persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau,
kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk
mencegah zoonosis.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menjamin ketenteraman bath ma syarakat" a dal an
pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal
untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat
agama Islam.
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Dalam upaya pencegahan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis, penanganan
produk secara higienis dan kaidah kesejahteraan hewan, pemotongan hewan di luar
rumah pemotongan hewan untuk kepentigan tari kesar keaganma an, wacara aat,
dan pemotongan darurat harus tetap memerhatlan kai dh kesehatan na syar akat

veteriner.
Pasal 62
Ayat (1)
Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki rumah potong hewan
dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan
pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari bupatiatau
walikota dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik
orang lain.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "residu" adalah akumulasi obat atau bahan kimia
dan/atau metabolitnya dalam jaringan dan organ hewan setelah pemakaian
obat atau bahan kimia secara sengaja untuk pencegahan/pengobatan,
sebagai imbuhan pakan atau secara tthk sengaja terkont am rasi senyawa
tersebut.
Yang dimaksud dengan "cemaran" adalah masuknya atau kejadian adanya
suatu bahaya (hazard) kimia dan/atau mikrobiologi termasuk mikroba pada
produk hewan dan pakan hewan baik langsung maupun tihk langsung vang
dapat menyebabkan produk hewan dan pakan hewan tthk ut th, sehi gga
dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
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Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "manusiawi" adalah tidakan yang ne ruy Kk pada etika dan
nilai kemanusiaan, sepertitttk nad alukan penyi ksaan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tidakan untk ne ne rd en
kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan
di luar batas kemampuan biologis dan fid @ish ewan, mi slrya
pengglonggongan sapi.
Yang dimaksud dengan ‘"penyalahgunaan" adalah tidakan u ntuk
memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan
memerlakukan hewan secara tihk waja dan/atau tidk sesuai dngan
peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku
kucing.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada setgp orang
yang melakukan tidakan pengani ayaan din penyal dhgunaan tewa n.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hewan yang tithk bertu ang kel &ang yang ki s m rasakan
sakit", antara lain, adalah kepitig. Pada dasarnya hewan yang ne rasakan sakit [
adalah hewan yang memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu semua hewan
bertulang belakang. Namun, kalangan masyarakat dunia yang peduli terhadap
kesejahteraan hewan memasukkan hewan yang tihk e m lik tu axg bel &kang,
tetapi mempunyai rasa sakit sebagai hewan vyang perlu diperhatian
kesejahteraannya.
Ayat (4)
Termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain, adalah
pengembangan Komite Kesejahteraan Hewan Nasional untuk membina komisi
kesejahteraan hewan laboratorium di berbagai instansi dalam rangka pendidikan,
pelattan, penel ittp dn pengenba ngan.
Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bersama masyarakat agar disadari bahwa masalah kesejahteraan hewan merupakan
tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan
pada upaya peningkatan kesadaran dan partimsi ma syarakat me | d d p endi d lan,
pelattan, dan penyul than.

Dalam rangka meningkatkan partsi@si na syarakat dal an penyel enggaraan kesej aht eraan
hewan, masyarakat dapat membentuk kelembagaan yang relevan.
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Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penetapan siskeswanas dimaksudkan agar terwujud totalitas pelaksanaan otoritas
veteriner di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai wujud
bela negara.
Ciri totalitas pelaksanaan siskeswanas dalam otoritas veteriner, antara lain,
mengedepankan mutu, kecepatan, keserentakan, keberlanjutan, ketuntasan,
keselamatan, serta kepentigan rasimal .
Pendekatan untuk mencapai totalitas veteriner, antara lain, meliputipenguatan: (3
kepemimpinan dan manajemen, (b) sumber daya, (c) peran dan fungsi kelembagaan,
(d) jejaring informasi dan komunikasi vertlal -rorisontd, (€ pol a hi @arki perirtah
dan rentang-kendali dari pusat sampai ke daerah, (f) akuntabilitas pengambilan
keputusan, (g) relevansi dan program, (h) keprofesian dan pelayanan, serta (i)
dukungan masyarakat luas.

55

Contohnya, penggunaan hewan laboratorium untuk pendidikan, pelattan, penel itin dan
pengembangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesehatan
hewan" adalah pemberian kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan
pengambilan keputusan tertiggi tekni s kesehatan hewan di istansi Pene rirtah,
Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lainnya yang terkait.

Dalam menetapkan dokter hewan berwenang, jika di daerah tersebut tihk ter dapat
dokter hewan untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang, Pemerintah
Daerah tersebut dapat merekrut dokter hewan berwenang dari dan melalui
koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

Ayat (4)

Pelimpahan kewenangan Menteri kepada otoritas veteriner dimaksudkan untuk
dapat menerapkan kewenangan tertiggi dal an penganb i lan keput ksan d bi cing
kesehatan hewan yang bersifat nasional dan/atau internasional.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan", antara
lain, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis; penanganan bencana; pemeriksaan
hewan kurban; serta pelayanan masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pasal 69

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tidakan
yang diperlukan, antara lain, untuk:

a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis,
laboratoris, dan/atau epidemiologis;
b. melakukan tidakan t ransaksi t erapeutikbe rupa ko nsultai & n/atau

informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang
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dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tidakan preventif, loper atf,
kuratf, rehabi litatif, dn pronoti f dagan nerg hi ndai titlan mal g akik;

c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan,
dan kehalalan produk hewan;

d. melakukan konfima si kepada wi t el asanan kesehatan hkewa n ry kan jila
diperlukan;

e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas
veteriner;

f. menindaklanjutikeput tsan Pene rirtah dan/atau Pene rirtah Daerah yang

berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan
dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa
diagnostk d an/atau p enel ittnda n pe ngenba ngan da | amr a ngka pe | ayanan
kesehatan hewan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian
veteriner" adalah layanan jasa diagnostk dan/atau penel itan dan pengenba ngan
dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis,
pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat,
residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/atau mutu produk hewan.
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang
berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat
dalam rangka praktk kedokteran hewa n, sepertinmah sakit hewan, Kirk hewan,
klinik praktk bersanma , klir kr ehabi litasi r epr oduksi hewan, anb ul &ai, praktkX
dokter hewan, dan praktk lonsul tsi kesehatan rewa n.
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)"
adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium
veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.
Ayat (2)
Pemberian izin usaha dari bupatjva lilota sel @ n unt Lk ne ne nuhi syarat |egal ites
dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan
kesehatan hewan di daerah tersebut dengan siskeswanas melalui pembinaan
otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan
setempat.
Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputini layah provirsi
dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari bupatja | ilot a tersebut perlu
dikonfima silkan lepada d aitas \eterirer tigkat povi nd yng dink sud.
Adapun kualiflasi penb erian iantersebut svtara lan enb erian idn

a. Rumah Sakit Hewan;
b. Praktk kedokteran Hewa n; dan
C. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan
oleh swasta.
Pasal 70
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan" adalah
tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau
dokter hewan spesialis) dan berbagai tigkatan konp etensi t enaga parane di k&
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veteriner yang dibutuhkan di setip provimi, kabupaten/kota sanp ai tirkat
kecamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kompetensi medik veteriner" adalah kecerdasan bertidak
dan kemampuan mengambil keputusan di bidang kesehatan hewan dengan
mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini; kepentigan ter tigi,
klien, pasien masyarakat luas, dan lingkungan; serta keluhuran sumpah atau janji
dan kode etk pr of esi .

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "di bawah penyeliaan dokter hewan" adalah pengawasan
dokter hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga para medik veteriner
dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan
yang dilakukan berdasarkan acuan otoritas veteriner dan/atau kesepakatan bersama
antara kedua belah pihak dengan memperhatian atas-katas kema np uan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "sertfi@ konpe tersi " adal ah keterangan tertui syang
menjelaskan tigkat penguasaan kema np uan t enaga kesehatan hewan dalan
melaksanakan urusan kesehatan hewan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kode etkprdei"adald primipmora dan silap
keprofesionalan yang selalu dijaga oleh tenaga kesehatan hewan ketla kerin er aksi
dengan pasien, klien, sesama tenaga kesehatan hewan, masyarakat, otoritas
veteriner, pemerintahan, dan/atau lingkungannya.
Yang dimaksud dengan "sumpah atau janji profesi" adalah pernyataan sungguh-
sungguh dokter hewan di depan pemuka agama, organisasi profesi kedokteran
hewan dan saksi lainnya untuk memegang teguh prinsip moral dan sikap
keprofesionalan selama menjalankan profesinya.
Masing-masing strata tenaga kesehatan hewan memiliki kode etkprdfesi,
sedangkan sumpah atau janji profesi berlaku hanya untuk dokter hewan.

Pasal 72

Ayat (1)
Surat ijin praktk kesehatan hewa n yang di lel arkan ol én bupati/\al ilda adal ah@
berupa Surat Tanda Registrasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Termasuk ketentuan surat ijin praktk kesehatan hewa n unt ik tenaga kesehatan
hewan asing, antara lain, adalah penguasaan terhadap kemampuan berkomunikasi
menggunakan bahasa Indonesia dan kemampuan menguasai penyakit hewan
tropika.
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Pasal 73

Ayat (1)
Ketentuan tentang medik reproduksi dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan
kualitas dan populasi hewan melalui intervensi kedokteran reproduksi, penanganan
kebidanan, pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus kemajiran, serta
pengaturan perkembangan dan keseimbangan populasi hewan.
Ketentuan tentang medik konservasi dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan
upaya pelestarian jenis, populasi dan habitat satwa liar Indonesia melalui intervensi
medik veteriner, memetakan status medik konservasi dan epidemiologik satwa liar
Indonesia, mengantsimsi m ncul rya penyakit hewa n baru yang kerasal cari satva
liar Indonesia, serta memantapkan manajemen medik konservasi pada lembaga-
lembaga konservasi.
Ketentuan tentang forensik veteriner dimaksudkan untuk mengantd @si
penanganan kasus kejahatan yang berkaitan dengan hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "etla lewa n" sebagai terjera han diri lata b ®th ¢
adalah penerapan prinsip moral, keintelektualan dan keprofesionalan dalam
memperlakukan enttas hewa n bai k secara utuh, secara hol is tk dengan
lingkungannya, maupun secara sebagian, sepertisel , jairgan, dau o gan.
Yang dimaksud dengan "etla kedokteran hewa n" adal &h penerapan pisip @
moral, keintelektualan, keprofesionalan dan prinsip medis dalam
mengaplikasikan ilmu dan teknologi kedokteran hewan.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "aparat" adalah pegawai negeri baik struktural maupun
fungsional, pusat maupun daerah, termasuk penyuluh peternakan dan kesehatan
hewan.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)
Ayat (8)
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
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Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "metode pengembangan lainnya" antara lain,
permagangan dan sekolah lapang.

Pengembangan sumber daya manusia peternakan bertujuan, antara lain,
untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kewirausahaan,
kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

Yang dimaksud dengan "memperhatian b udaya ma syarakat" a dal &n
menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal sehingga peningkatan
kualitas sumber daya manusia berikut penerapan teknologi untuk
pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan di suatu wilayah
dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya
setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil
yang optia | .

Yang dimaksud dengan "instisi pendi d lan" antara ld n pergurwan tngi,
lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan"
adalah salah satu upaya pemberdayaan peternak yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta
perilakunya yang dilaksanakan, antara lain, melalui pendidikan nonformal.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan '"rekayasa genetK' adalah s egal aupaya untik me ngadakan
perubahan secara sengaja pada genom mahluk hidup dengan menambah, mengurangi,
dan/atau mengubah susunan asli genom dengan menggunakan teknik asam nukleat
deoksiribose (Deoxyribose Nucleic Acid/DNA) rekombinan.

Pasal 83
Cukup jelas
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Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas
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